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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

1. Pelaku usaha melaksanakan tanggung jawab nya dengan tidak
mencampurkan bahan kimia obat (BKO) dalam produk yang di jual.
Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia
terhadap konsumen meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk
memastikan bahwa produk yang beredar aman dan memberikan manfaat
yang dijanjikan. Dengan mengikuti prosedur yang benar, mulai dari
pendaftaran, pengujian, penyediaan informasi, hingga pengawasan dan
edukasi, pelaku usaha dapat melindungi konsumen serta menciptakan
produk yang berkualitas dan bermanfaat. Para pelaku usaha juga
bekerjasama dengan BPOM di Kota padang. BPOM di Kota Padang juga
menciptakan program pasar seperti Premarket dan Postmarket dan
menggerakkan pendekatan Pentahelix dalam bentuk tanggung jawab nya.

2. Kendala yang di alami para pelaku usaha hingga BPOM cukup beragam.
Pelaku usaha mengalami kendala seperti kurang nya edukasi dan sulit nya
memilah-milah produk yang hendak di pasarkan. BPOM di Kota Padang
juga mengalami kesulitan seperti sumber daya manusia yang kurang hingga
hasil uji lab yang membutuhkan waktu dalam proses nya. Serta konsumen
yang terkadang tertipu dengan informasi-informasi palsu yang beredar.

3. Ragam upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha hingga BPOM dalam
mengatasi masalah ini cukup beragam. Pelaku usaha yang berupaya

meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperbaiki kualitas produk,
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meningkatkan komunikasi dengan konsumen, serta bekerja sama dengan
BPOM dan pihak terkait lainnya. Begitu pun dengan BPOM di Kota Padang
yang melakukan upaya dengan meningkatkan pengetahuan SDM hingga
melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang
melanggar demi menjaga perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Saran kepada pelaku usaha sebagai penyedia produk adalah dengan
menjalankan peranan tanggung jawab seperti memahami berbagai aspek
penting apa yang diperlukan agar tanggung jawab dalam menjual produk
obat tradisioanl berbahan kimia obat (BKO) tidak terjadi dan aman bagi
konsumen. Lembaga pemerintahan seperti BPOM harus bekerja sama
dengan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media
melalui pendekatan Pentahelix dengan lebih baik lagi serta pemaksimalan
program pasar Premarket dan Postmarket dapat di tingkatkan lagi.

2. Saran terhadap kendala-kendala yang terjadi bagi para pelaku usaha dengan
lebih menyadari dimana semua bermula dan dapat segara melakukan
perbaikan untuk mengatasinya. Hal tersebut juga berlaku terhadap semua
yang turut serta pada permasalahan tersebut.

3. Saran sebagai bentuk upaya tanggung jawab, para pelaku usaha dapat
memanfaatkan semua program untuk menjalankan aktivitas dan menunjang
penjualan obat tradisional lebih baik lagi. Selain itu untuk BPOM di Kota
Padang, memerlukan lebih  banyak karyawan, lebih  banyak
mensosialisasikan pendidikan publik tentang bahaya nya obat tradisional

yang mengandung bahan kimia obat (BKO), dan teknologi yang lebih baik
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untuk mengawasi distribusi produk ilegal. Pemerintah dapat membantu
dengan memberikan anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur
dan sumber daya manusia di BPOM. Dengan hal ini semua, di harapkan

perlindungan akan konsumen dapat di tegakkan.
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